BAB I
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan rumusan masalah di atas, maka
kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas Mitra Utama Kepabeanan atau yang disebut juga dengan MITA
Kepabeanan memberikan kemudahan bagi eksportir dan importir untuk
melakukan ekspor dan impor. Adanya pelayanan MITA Kepabeanan
dapat mempercepat proses pembongkaran petikemas di Pelabuhan.
Terdapat 185 perusahaan yang terdaftar sebagai MITA Kepabeanan
dengan berlokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Eksportir dan importir
yang telah menjadi bagian dari MITA Kepabeanan tidak ada
pemeriksaan fisik dan dokumen. Hal tersebut akan memperlancar arus
keluarnya barang dari petikemas. Eksportir dan atau importir yang telah
memiliki status MITA. Pengguna jasa yang melakukan impor diwajibkan
membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) kepada Bea dan Cukai
melalui sistem yang telah dibuat oleh Kantor Bea dan Cukai atau dapat
membuat PIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
setempat. Bedasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelayanan MITA Kepabeanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai
sangat membantu para eksportir dan importir yang melakukan transaksi

ekspor dan impor. Setiap perusahaan dapat memiliki status MITA
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Kepabeanan dan/atau AEO jika status transaksi kepabeanannya baik
dalam kurun waktu 6 bulan. Perusahaan tidak dapat memiliki 2 (dua)
status sebagai MITA Kepabeanan dan AEO. Perusahaan hanya
diperbolehkan memiliki salah satu status, yaitu MITA Kepabeanan atau
AEQ. Apabila perusahaan mengajukan diri sebagai AEO, maka ststus
sebagai MITA Kepabeanan akan dicabut oleh Dirjen Bea dan Cukai.

. Kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan
MITA Kepabeanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai juga memiliki
kendala didalamnya. Kendala dalam Pelaksanaan Ekspor dan Impor
Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe
Madya Pabean Tanjung Emas Semarang yakni Pejabat Bea dan Cukai
tidak dapat sepenuhnya memberikan bukti bahwa barang tersebut bukan
termasuk kedalam barang BMTP. Tidak adanya pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan dokumen, yang membuat Bea dan Cukai tidak dapat
sepenuhnya untuk memberikan bukti bahwa barang impor tersebut bukan
termasuk kedalam BMTP. Akan tetapi, tidak adanya proses pemeriksaan
fisik dan dokumen juga mempermudah arus pengeluaran petikemas
dan/atau mempersingkat waktu pembongkaran petikemas di kawasan
pabean. Adanya fasilitas atau pelayanan MITA Kepabeanan, Pejabat Bea
dan Cukai sering melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan
oleh Client Coordinator Bea dan Cukai dengan meninjau ke lapangan
guna memonitroring kepatuhan perusahaan sebagai MITA Kepabeanan,

serta Pejabat Bea dan Cukai setiap bulannya membuat laporan guna
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melihat apakah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kepabeanan
atau tetap menjaga kepatuhannya sebagai MITA Kepabeanan. Tidak
adanya pemeriksaan fisik dan dokumen, dapat mengurangin Dwelling
Time dan memiliki waktu yang cukup efisien.

. Pejabat Bea dan Cukai berupaya dalam kendala Pelaksanaan Ekspor dan
Impor Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan dengan cara
menganjurkan kepada importir untuk meyimpan sampel barang. Anjuran
tersebut tidak tertera didalam peraturan Perundang-undangan, akan tetapi
Pejabat Bea dan Cukai menganjurkan guna sewaktu-waktu apabila ada
dilakukan pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional. Adanya
fasilitas MITA Kepabeanan untuk eksportir dan importir, tidak akan
terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku untuk MITA
Kepabeanan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023

Tentang Mitra Utama Kepabeanan.
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B. SARAN

1. Transaksi ekspor dan impor di Indonesia semakin bertambahnya
tahun semakin aktif transaksinya. Adanya fasilitas Mitra Utama
Kepabeanan, membuat eksportir dan importir jauh lebih mudah
untuk menjalankan transaksi ekspor dan impor di kawasan pabean.
Tidak adanya pemeriksaan fisik dan dokumen membuat keuntungan
dan juga terdapat kendala didalamnya. Saran dari penulis untuk
Pejabat Bea dan Cukai yang berlokasi di KPPBC Tipe Madya
Pabean Tanjung Emas Semarang, karena tidak adanya pemeriksaan
fisik dan dokumen, Pejabat Bea dan Cukai tetap mengawasi barang
ekspor, terutama barang impor ketika kedatangan barang impor.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang dengan
Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean
Tanjung Emas Semarang yakni Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat
memberikan bukti bahwa barang tersebut bukan termasuk kedalam
barang BMTP.

3. Upaya yang dapat dilakukan Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea
dan Cukai dapat memberikan anjuran kepada importir untuk
menyimpan sampel barang guna sewaktu-waktu jika dilakukan audit
dari aparat fungsional. Saran dari penulis, Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
Semarang agar lebih mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan

ekspor dan impor yang dilakukan di kawasan pabean Tanjung Emas
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Semarang. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang
dapat memastikan kembali bahwa seluruh barang ekspor dan impor
tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut
berlaku untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan
ekspor dan impor barang, terutama pelaksanaan impor barang. Hal
tersebut akan membantu menghentikan tindakan yang akan
melanggar hukum seperti penyelundupan dan/atau penghindaran
dari bea dan cukai. Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Emas Semarang dapat melakukan anjuran kepada importir
untuk menyimpan sampel barang guna sewaktu-waktu dari aparat
fungsional ingin melihat barang tersebut secara langsung. Hal
tersebut juga dapat membantu Pejabat Bea dan Cukai untuk
membuktikan kepada aparat fungsional bahwa barang tersebut
bukan termasuk objek dari BMTP. Hal tersebut dapat membantu
Pejabat Bea dan Cukai lebih lancar untuk melakukan pelaksanaan
ekspor dan impor yang dilakukan di kawasan pabean Tanjung Emas

Semarang
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